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Abstrak
 

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun

poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah

yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai

perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal Penyedia Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat memenuhi

kewajiban dalam melaksanakan kontrak dan juga menelaah terkait upaya hukum apa saja yang dapat

dilakukan oleh Pemerintah dalam hal jaminan pelaksanaan yang dicairkan  tersebut tidak dapat menutupi

kerugian yang diderita oleh Pemerintah. Kemudian, permasalahan dianalisis menggunakan metode normatif,

data yang diperoleh baik dari pustaka dan wawancara diolah secara kualitatif. Pengadaan barang/jasa

pemerintah merupakan serangkaian proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan

tender, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan proyek pemerintah. Dikarenakan serangkaian

proses ini menggunakan uang negara, maka harus dilakukan dengan transparan, efisien, efektif dan

bertanggung jawab. Selanjutnya, Jaminan Pelaksanaan merupakan sebuah mekanisme penjaminan yang

dipersyaratkan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaan

barang/jasa pemerintah, besarannya pun telah ditentukan dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa

pemerintah dan akan dicairkan ketika Penyedia Barang/Jasa tidak dapat memenuhi kewajibannya

melaksanakan kontrak sebagaimana yang diperjanjikan, namun dalam praktiknya tidak terselesaikannya

kontrak tersebut menimbulkan dampak lainnya berupa kerugian-kerugian yang diderita oleh Pemerintah.

Kerugian tersebut misalnya meliputi, belum terselesaikannya pembangunan sehingga tidak bisa dipakai,

ketidaksesuaian spesifikasi barang yang telah terpasang, pemeliharaan barang/jasa yang telah dikerjakan,

keberlanjutan proses pengadaan barang/jasa yang terhenti dan potensi kehilangan keuntungan atas

barang/jasa yang belum terselesaikan tersebut. Tidak jarang kerugian ini berakhir pada kasus tindak pidana

korupsi, karena di dalamnya terdapat unsur korupsi, kolusi dan nepotisme yang menguntungkan orang lain

sehingga negara dirugikan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai mekanisme tuntutan ganti kerugian

yang meliputi pengenaan ganti rugi dan/atau kaitannya dengan jaminan pelaksanaan dalam pengadaan

barang/jasa pemerintah serta melihat kriteria ganti rugi dalam hukum perdata sehingga dapat

mengoptimalisasi pengembalian kerugian negara khususnya terkait kontrak pengadaan barang/jasa

pemerintah.

......This paper analyzes the position of the Performance Guarantee in the procurement of government

goods/services that do not cover the real losses suffered by the Government, by first examining the

mechanism for determining the guarantee for the implementation of the procurement of government

goods/services whose amount has been determined in the legislation then examining the mechanism for
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calculating state financial losses if the Government Goods/Services Provider cannot fulfill its obligations in

carrying out the contract and also examining what the Government can take legal remedies in the event that

the disbursed Performance Guarantee cannot cover the losses suffered by the Government. Then, the

problems are analyzed using normative methods and data obtained from both literature and interviews are

processed qualitatively. Government procurement of goods/services is a series of activity processes

consisting of planning, preparation, tendering, and contract implementation until the handover of

government project work. Because this process uses state money, it must be carried out transparently,

efficiently, effectively, and responsibly. Furthermore, the Performance Guarantee is a guarantee mechanism

required by the Government in the context of carrying out work related to the procurement of government

goods/services, the amount has also been determined in regulations related to the procurement of

government goods/services and will be disbursed when the Goods/Services Provider cannot fulfill its

obligations to carry out the contract as agreed, but in practice the non-completion of the contract has other

impacts in the form of losses suffered by the Government. These losses include, for example, unfinished

construction so that it cannot be used, mismatches in the specifications of goods that have been installed,

maintenance of goods/services that have been carried out, the continuation of the stalled goods/services

procurement process and the potential loss of profit on the unfinished goods/services. It is not uncommon

for these losses to end in cases of criminal acts of corruption, because there are elements of corruption,

collusion, and nepotism that benefit others so that the state is harmed. this research will discuss the

mechanism of compensation claims which includes the imposition of compensation and/or its relation to

Performance Guarantee in the procurement of government goods/services and see the criteria for

compensation in civil law to optimize the recovery of state losses, especially related to government

procurement contracts.


